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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Prinsip otonomi daerah mengacu pada pemberian kewenangan dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan 

wilayahnya sendiri, termasuk diantaranya kewenangan dalam hal pengelolaan 

keuangan. Sebelum era otonomi daerah diberlakukan, keuangan daerah 

umumnya dikendalikan dan diatur oleh pemerintah pusat, dimana pemerintah 

daerah memiliki keterbatasan untuk ikut serta dalam mengatur dan mengelola 

keuangannya. Namun setelah diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah 

daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat yang dipimpinnya. 

Lahirnya otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah 

untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah, yang mana 

sumber-sumber penerimaan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, serta sumber penerimaan lainnya. 

Kebijakan keuangan daerah diarahkan pada serangkaian upaya yang dilakukan 

untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang ditujukan bagi 

pembiayaan pembangunan. Kebijakan ini juga diarahkan pada penerapan 

prinsip, asas, serta standar akuntansi dalam penyusunan kebijakan keuangan 

daerah agar mampu menjadi dasar dalam urusan pengelolaan, pengendalian, 

serta pengawasan keuangan daerah. Kebijakan keuangan daerah bertujuan 

untuk mencapai keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. 
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Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pendapatan yang diterima cukup 

untuk membiayai pengeluaran yang direncanakan sehingga dapat menjaga 

kestabilan keuangan daerah. 

Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai entitas pemerintah daerah juga 

turut merasakan manfaat dari implementasi otonomi keuangan daerah dimana 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diberikan kesempatan untuk 

mengelola sumber daya keuangannya sendiri, meningkatkan kemandirian 

fiskal, serta merencanakan dan melaksanakan program pembangunan sesuai 

dengan kebutuhan lokal. Sebagai entitas pemerintahan daerah, proses 

perencanaan dan realisasi keuangan yang dijalankan oleh Provinsi Nusa 

Tenggara Timur wajib dilaksanakan dan dikelola secara tepat sehingga 

mampu menggambarkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan 

partisipatif. Perencanaan keuangan yang dimaksud meliputi perencanaan 

untuk seluruh penerimaan dan pengeluaran yang akan diterima maupun yang 

akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah.  

Perencanaan keuangan pemerintah daerah seluruhnya akan tercermin 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan cerminan dari 

perencanaan keuangan yang matang untuk mencapai tujuan-tujuan 

pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) menjadi instrumen utama dalam mengelola sumber daya 

keuangan daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang 

mendukung pembangunan lokal. Anggaran Pendapatan dan Bellanja Dae lrah 
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(APBD) selbagai implelmelntasi konkre lt dari pelrelncanaan keluangan daelrah 

melmiliki tiga (3) komponeln pelnting yang melnjadi bagian utamanya, 

diantaranya Pelndapatan Daelrah, Be llanja Daelrah, selrta Pelmbiayaan Daelrah.  

Pelndapatan daelrah adalah total pelnelrimaan keluangan yang dipelrolelh 

pelmelrintah daelrah yang digunakan untuk melmbiayai belrbagai program dan 

kelgiatan pellayanan publik selrta pelmbangunan tingkat lokal. Pelndapatan yang 

dipelrolelh akan kelmbali dialokasikan dalam bellanja daelrah. Bellanja Daelrah 

melrupakan pelngelluaran keluangan yang dilakukan pelmelrintah daelrah untuk 

melmbiayai belrbagai program dan kelgiatan pellayanan publik, infrastruktur, 

dan pelmbangunan tingkat lokal. Sellisih antara anggaran pelndapatan daelrah 

delngan anggaran bellanja daelrah melngakibatkan telrjadinya surplus atau delfisit 

APBD. Surplus telrjadi keltika anggaran pelndapatan daelrah dipelrkirakan lelbih 

belsar dari anggaran bellanja. Selbaliknya jika pelndapatan daelrah dalam satu 

tahun anggaran dipelrkirakan le lbih kelcil dari anggaran bellanjanya maka akan 

telrjadi delfisit APBD. Adanya surplus dan delfisit ini mellahirkan pelmbiayaan 

daelrah.  

Mellihat data Anggaran Pelndapatan dan Bellanja Daelrah (APBD) Provinsi 

Nusa Telnggara Timur tahun anggaran 2020-2022, telrlihat bahwa pelmelrintah 

daelrah Provinsi Nusa Telnggara Timur selcara konsisteln melneltapkan adanya 

delfisit anggaran untuk pelriodel anggaran 2020 hingga 2022. Belrikut data 

belsaran  nilai delfisit yang diteltapkan dalam Anggaran Pelndapatan dan Bellanja 

Daelrah Provinsi Nusa Telnggara Timur tahun anggaran 2020-2022.  
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Tabe ll 1.1 

Ringkasan Anggaran Pe lndapatan dan Be llanja Dae lrah Murni (APBD Murni) 

Pe lme lrintah Dae lrah Provinsi Nusa Te lnggara Timur Tahun Anggaran 2020-2022                                              

Sumbelr: Welbsitel Badan Ke luangan Dae lrah Provinsi Nusa Telnggara Timur 

Belrdasarkan  tabell 1.1 di atas, telrlihat bahwa untuk tahun anggaran 2020-

2022 selcara belrturut-turut Anggaran Pelndapatan dan Bellanja Daelrah Provinsi 

Nusa Telnggara Timur sellalu melngalami delfisit delngan belsaran nilai delfisit 

yang fluktuatif. Pada tahun 2020, belsaran nilai de lfisit yang dianggarkan 

pelmelrintah Nusa Telnggara Timur selbelsar Rp 613.889.848.050,00. Belrlanjut 

kel tahun 2021, telrjadi kelnaikan nilai delfisit yang dianggarkan olelh 

pelmelrintah daelrah Provinsi Nusa Telnggara Timur delngan nilai delfisit yang 

diteltapkan selbe lsar Rp 1.301.287.918.187,00 belrtambah selbanyak Rp 

687.398.070.137,00 dari tahun anggaran 2020. Kelmudian pada tahun 2022, 

belsar nilai delfisit yang dite ltapkan me lngalami pelnurunan signifikan dari tahun 

anggaran 2021 delngan nilai delfisit yang diteltapkan untuk tahun 2022 selbelsar 

Rp 426.482.322.218,00 belrkurang selbanyak Rp 874.805.595.969,00 dari nilai 

delfisit tahun anggaran 2021.  

Delfisit yang telrjadi di dalam pelneltapan Anggaran Pelndapatan dan Bellanja 

Daelrah  diselbabkan olelh tidak selimbangnya antara jumlah bellanja pelmelrintah 

delngan jumlah pelndapatan yang dipelrolelh. Felnomelna di Indonelsia, delfisit 

anggaran pelmelrintah telrjadi karelna adanya ke lselnjangan antara pelndapatan 

Uraian APBD Tahun 

Anggaran 2020 

APBD Tahun 

Anggaran 2021 

APBD Tahun 

Anggaran 2022 

Pe lndapatan 6.210.887.924.686,00 6.283.641.817.542,00 5.060.282.355.991,00 

Be llanja 6.824.777.772.736,00 7.584.929.735.729,00 5.486.764.678.209,00 

Surplus/Delfisit (613.889.848.050,00) (1.301.287.918.187,00) (426.482.322.218,00) 

Pe lmbiayaan 

Ne ltto 

613.889.848.050,00 1.301.287.918.187,00 426.482.322.218,00 

SILPA 0,00 0,00 0,00 
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dan pelngelluaran pelmelrintah dalam anggaran pelmelrintah atau melngacu pada 

Pelraturan Pelmelrintah Nomor 23 Tahun 2003 didelfinisikan selbagai sellisih 

antara pelndapatan pelmelrintah delngan pelngelluaran pelmelrintah pada tahun 

anggaran yang sama (Hasthoro elt al., 2016). 

Pelmelrintah Daelrah Provinsi Nusa Telnggara Timur melneltapkan adanya 

delfisit anggaran  untuk tahun anggaran  2020 hingga 2022. Telrjadinya delfisit 

anggaran ini  melnunjukan bahwa pelndapatan daelrah Provinsi Nusa Telnggara 

Timur bellum mampu untuk melnutupi belsarnya kelbutuhan bellanja daelrah.  

Hal ini melnjadi pelrmasalahan yang patut untuk dibelrikan pelrhatian, 

melngingat banyaknya potelnsi pelndapatan yang  selbelnarnya bisa melnambah  

pelndapatan asli daelrah, namun bellum selcara maksimal untuk digali dan 

dimanfaatkan potelnsi sumbelr-sumbelr keluangan yang ada.  

Delfisit Anggaran Pelndapatan dan Bellanja Daelrah yang dianggarkan olelh 

pelmelrintah daelrah, melmiliki batasan atau belsaran telrtelntu yang diteltapkan 

olelh pelmelrintah pusat. Selbagai dasar pelnelntuan batas maksimal kumulatif 

delfisit APBD diteltapkan Pelraturan Pelmelrintah Nomor 23 Tahun 2003 

telntang Pelngelndalian  Jumlah Kumulatif  Delfisit  Anggaran  Pelndapatan  dan 

Bellanja Ne lgara dan Anggaran Pelndapatan dan Bellanja Daelrah se lrta me lngatur 

telntang jumlah Kumulatif pinjaman Pelmelrintah Pusat dan Pelmelrintah 

Daelrah. Dalam Pelraturan Melnte lri Dalam Ne lge lri Nomor 59 Tahun 2007 

pasal 57  ayat  2 juga  me lnyatakan  bahwa batas maksimal delfisit  anggaran  

belrpeldoman  pada  pelneltapan  batas  maksimal  delfisit APBD olelh Melnte lri 
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Keluangan, dimana seltiap tahunnya dikelluarkan Pelraturan Melntelri Keluangan 

yang be lrbelda.  

Pelraturan delfisit APBD yang dikelluarkan olelh Melntelri Keluangan 

melngatur telntang Batas Maksimal Delfisit APBD dan Batas Maksimal 

Kumulatif  Delfisit APBD.  Batas maksimal delfisit APBD didelfinisikan 

selbagai jumlah maksimal delfisit APBD masing-masing daelrah dalam satu 

tahun anggaran. Batas Maksimal Delfisit APBD  ditelntukan belrdasarkan 

katelgori kapasitas fiskal daelrah yang diteltapkan olelh Pelraturan Melntelri 

Keluangan telntang Pelta Kapasitas Fiskal Daelrah. Sellain melngatur te lntang 

batas masksimal delfisit untuk masing-masing daelrah, dalam Pelraturan 

Melntelri Keluangan telntang delfisit APBD  juga melngatur telntang Batas 

Maksimal Kumulatif Delfisit APBD. Batas Maksimal Kumulatif Delfisit 

APBD  melrupakan jumlah maksimal delfisit selluruh APBD dalam suatu tahun 

anggaran.  

Pelneltapan batas delfisit APBD ini dikelluarkan bukan tanpa alasan. Tujuan 

diteltapkannya Pelraturan Melntelri Keluangan telntang batas delfisit APBD ini 

adalah untuk me lnjaga kelselhatan keluangan daelrah selrta melnjaga stabilitas 

elkonomi nasional. Badan Pelmelriksa Keluangan RI (BPK RI) mellalui Agus 

Joko Pramono dalam wartapelmelriksabpk (2021) melnjellaskan bahwa delfisit 

biasanya dibiayai dari utang, selhingga dalam hal melnjaga kelselhatan 

keluangan daelrah, batas delfisit APBD dapat me lmbantu melncelgah te lrjadinya 

pelnumpukan utang selcara belrlelbihan yang dapat melmbelbani keluangan 

daelrah di masa melndatang. Untuk lelvell nasional, kelbijakan batas delfisit 
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APBD ini turut belrpelran pelnting dalam melnjaga stabilitas elkonomi. Delfisit 

APBD yang telrkelndali dapat me lncelgah telrjadinya krisis keluangan nasional 

yang dapat belrdampak buruk bagi pelre lkonomian nelgara. 

Mellihat felnome lna di atas, maka pelnulis telrtarik untuk melnelliti telntang 

kelselsuaian nilai delfisit dalam APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2020-

2022 delngan Pelraturan Melntelri Keluangan, faktor-faktor yang melnye lbabkan 

telrjadinya delfisit dalam APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2020-2022 selrta 

dampak yang ditimbulkan dari adanya delfisit APBD telrselbut, delngan judul 

pelnellitian “ Analisis Delfisit Anggaran Pada Anggaran Pelndapatan dan 

Bellanja Daelrah Provinsi Nusa Telnggara Timur Tahun Anggaran 2020-

2022 “. 

1.2 Rumusan Masalah 

Belrdasarkan uraian latar bellakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

pelnellitian ini adalah: 

1. Apakah pelneltapan nilai delfisit telrselbut sudah selsuai delngan Pelraturan 

Melntelri Keluangan telntang Batas Maksimal Delfisit Anggaran Pelndapatan 

dan Bellanja Daelrah dan Batas Maksimal Kumulatif Delfisit Anggaran 

Pelndapatan dan Bellanja Daelrah Tahun Anggaran 2020-2022? 

2. Faktor-faktor apa saja yang melnye lbabkan telrjadinya delfisit anggaran 

dalam APBD Provinsi Nusa Telnggara Timur Tahun Anggaran 2020-

2022? 

3. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya delfisit APBD telrselbut? 
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1.3 Tujuan Pelnellitian 

Belrdasarkan uraian latar be llakang dan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan dilakukannya pelnellitian ini adalah: 

1. Untuk melngeltahui kelselsuaian antara pelneltapan nilai delfisit ole lh 

pelmelrintah daelrah Nusa Telnggara Timur delngan Pelraturan Melntelri 

Keluangan melngelnai Batas Maksimal Delfisit Anggaran Pelndapatan dan 

Bellanja Daelrah dan Batas Maksimal Kumulatif Delfisit Anggaran 

Pelndapatan dan Bellanja Daelrah Tahun Anggaran 2020-2022. 

2. Untuk melngeltahui faktor-faktor apa saja yang melnye lbabkan telrjadinya 

delfisit dalam APBD Provinsi Nusa Telnggara Timur tahun anggaran 2020-

2022. 

3. Untuk melngeltahui dampak apa saja yang ditimbulkan dari adanya delfisit 

APBD Provinsi Nusa Telnggara Timur tahun anggaran 2020-2022. 

1.4 Manfaat Pelnellitian 

1. Bagi Pelmelrintah Daelrah Provinsi Nusa Telnggara Timur 

Hasil pelnellitian ini diharapkan dapat digunakan selbagai bahan informasi 

dalam melnilai pelngellolaan keluangan daelrah pada tahun-tahun anggaran 

selbellumnya dan melnjadi dasar bagi pelmelrintah dalam mellakukan 

pelngellolaan keluangan daelrah di tahun-tahun melndatang. 

2. Bagi Pelnelliti 

Pelnellitian ini diharapkan dapat melmpelrluas pelngeltahuan dan wawasan 

pelnelliti melngelnai  melngelnai pelraturan batasan delfisit Anggaran 

Pelndapatan dan Bellanja Daelrah, faktor-faktor yang melnye lbabkan 
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telrjadinya delfisit anggaran pada Anggaran Pelndapatan dan Bellanja 

Daelrah, selrta dampak dari delfisit anggaran.  

3. Bagi Pelnelliti Se llanjutnya 

Diharapkan pelne llitian ini dapat digunakan selbagai bahan informasi dan 

bahan pelrbandingan untuk me lngadakan pelnellitian le lbih lanjut telrkait 

delngan pelngellolaan Anggaran Pelndapatan dan Bellanja Daelrah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


